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LAMPIRAN  I 

 

PEDOMAN WAWANCARA 

Judul Penelitian 

Implementasi Kebijakan Dana Desa dalam Pembangunan Infrastruktur 

Dasar di Desa Padang Pelasan Kecamatan Air Periukan Kabupaten Seluma 

A. Identitas Informan 

Nama Informan :  

Jabatan/Status : 

Umur : 

Pendidikan Terakhir : 

Tanggal Wawancara : 

Tempat Wawancara : 

 

B. Pengantar Wawancara 

Wawancara ini dilakukan untuk memperoleh informasi mengenai 

implementasi kebijakan Dana Desa dalam pembangunan infrastruktur dasar di 

Desa Padang Pelasan Kecamatan Air Periukan Kabupaten Seluma. Infrastruktur 

dasar yang dimaksud adalah pembangunan jalan lingkungan rabat beton dan 

sumur bor. Data yang diperoleh akan digunakan untuk kepentingan akademik 

dalam penyusunan skripsi. 

Pertanyaan disusun berdasarkan fokus penelitian yang menggunakan teori 

Updated Consolidated Framework for Implementation Research (CFIR) dari 

Damschroder dkk. (2022), dengan indikator penelitian meliputi kejelasan 

program, dukungan dan kebutuhan masyarakat, kapasitas organisasi pelaksana, 

komitmen aktor pelaksana, serta proses pelaksanaan, pengawasan, dan umpan 

balik. 

  



 
 

 

 

C. Pedoman Wawancara untuk Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kaur 

Keuangan, dan Tim Pelaksana Kegiatan 

No Indikator Penelitian Pertanyaan Wawancara 

1 Kejelasan Program Apa dasar pemerintah desa memilih pembangunan jalan 

lingkungan rabat beton dan sumur bor sebagai program Dana 

Desa Tahun 2025? 

2 Kejelasan Program Apa tujuan utama dari pembangunan jalan lingkungan rabat 

beton dan sumur bor tersebut? 

3 Kejelasan Program Bagaimana proses penentuan lokasi pembangunan jalan 

lingkungan dan titik sumur bor? 

4 Kejelasan Program Apakah program pembangunan tersebut sudah sesuai dengan 

kebutuhan masyarakat Desa Padang Pelasan? 

5 Kejelasan Program Apa manfaat yang diharapkan dari pembangunan jalan 

lingkungan dan sumur bor bagi masyarakat? 

6 Dukungan dan Kebutuhan 

Masyarakat 

Bagaimana kebutuhan masyarakat terhadap jalan lingkungan 

dan air bersih sebelum program ini dilaksanakan? 

7 Dukungan dan Kebutuhan 

Masyarakat 

Apakah masyarakat dilibatkan dalam musyawarah atau proses 

pengusulan program pembangunan? 

8 Dukungan dan Kebutuhan 

Masyarakat 

Bagaimana bentuk dukungan masyarakat terhadap 

pelaksanaan pembangunan jalan lingkungan dan sumur bor? 

9 Dukungan dan Kebutuhan 

Masyarakat 

Apakah ada masyarakat yang memberikan usulan, kritik, atau 

keberatan terhadap program tersebut? 

10 Dukungan dan Kebutuhan 

Masyarakat 

Bagaimana pemerintah desa menanggapi aspirasi atau 

masukan dari masyarakat? 

11 Kapasitas Organisasi 

Pelaksana 

Apakah anggaran Dana Desa untuk pembangunan jalan 

lingkungan dan sumur bor sudah mencukupi? 

12 Kapasitas Organisasi 

Pelaksana 

Siapa saja pihak yang terlibat dalam pelaksanaan program 

pembangunan tersebut? 

13 Kapasitas Organisasi 

Pelaksana 

Bagaimana pembagian tugas antara kepala desa, perangkat 

desa, TPK, BPD, dan kepala dusun? 

14 Kapasitas Organisasi 

Pelaksana 

Apakah pemerintah desa memiliki sumber daya manusia dan 

kemampuan teknis yang cukup untuk melaksanakan program? 

15 Kapasitas Organisasi 

Pelaksana 

Apa saja dokumen yang digunakan dalam perencanaan dan 

pelaksanaan program, seperti APBDes, RKPDes, atau berita 

acara musyawarah desa? 

16 Komitmen Aktor 

Pelaksana 

Bagaimana komitmen pemerintah desa dalam melaksanakan 

pembangunan jalan lingkungan dan sumur bor? 

17 Komitmen Aktor 

Pelaksana 

Bagaimana tanggung jawab TPK dalam menjalankan kegiatan 

pembangunan? 

18 Komitmen Aktor 

Pelaksana 

Apakah pelaksana program memahami aturan penggunaan 

Dana Desa? 

19 Komitmen Aktor 

Pelaksana 

Bagaimana sikap pelaksana ketika menghadapi kendala di 

lapangan? 

20 Komitmen Aktor 

Pelaksana 

Apakah pelaksanaan program sudah dilakukan sesuai aturan 

dan kebutuhan masyarakat? 

21 Proses Pelaksanaan, Bagaimana tahapan pelaksanaan pembangunan jalan 



 
 

 

 

No Indikator Penelitian Pertanyaan Wawancara 

Pengawasan, dan Umpan 

Balik 

lingkungan dan sumur bor dari awal sampai selesai? 

22 Proses Pelaksanaan, 

Pengawasan, dan Umpan 

Balik 

Apakah pelaksanaan program sesuai dengan rencana yang 

telah ditetapkan dalam APBDes? 

23 Proses Pelaksanaan, 

Pengawasan, dan Umpan 

Balik 

Bagaimana bentuk koordinasi antara pemerintah desa, TPK, 

BPD, kepala dusun, dan masyarakat? 

24 Proses Pelaksanaan, 

Pengawasan, dan Umpan 

Balik 

Siapa yang melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan 

pembangunan? 

25 Proses Pelaksanaan, 

Pengawasan, dan Umpan 

Balik 

Bagaimana bentuk pertanggungjawaban pemerintah desa 

terhadap penggunaan Dana Desa? 

26 Proses Pelaksanaan, 

Pengawasan, dan Umpan 

Balik 

Apakah masyarakat diberikan informasi mengenai anggaran 

dan perkembangan pembangunan? 

27 Proses Pelaksanaan, 

Pengawasan, dan Umpan 

Balik 

Apakah ada evaluasi setelah pembangunan selesai 

dilaksanakan? 

28 Proses Pelaksanaan, 

Pengawasan, dan Umpan 

Balik 

Bagaimana pemerintah desa menerima dan menindaklanjuti 

masukan masyarakat setelah program berjalan? 

29 Proses Pelaksanaan, 

Pengawasan, dan Umpan 

Balik 

Apa saja kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan 

pembangunan jalan lingkungan dan sumur bor? 

30 Proses Pelaksanaan, 

Pengawasan, dan Umpan 

Balik 

Menurut Bapak/Ibu, apakah program ini sudah berhasil? 

Mengapa? 

 

D. Pedoman Wawancara untuk Badan Permusyawaratan Desa 

No Indikator Penelitian Pertanyaan Wawancara 

1 Kejelasan Program Bagaimana pandangan BPD terhadap program pembangunan 

jalan lingkungan dan sumur bor di Desa Padang Pelasan? 

2 Kejelasan Program Apakah program tersebut sudah sesuai dengan kebutuhan 

masyarakat? 

3 Kejelasan Program Apakah BPD dilibatkan dalam pembahasan dan penetapan 

program pembangunan tersebut? 

4 Dukungan dan Kebutuhan 

Masyarakat 

Apakah masyarakat menyampaikan aspirasi terkait kebutuhan 

jalan lingkungan dan air bersih? 

5 Dukungan dan Kebutuhan 

Masyarakat 

Bagaimana BPD menampung aspirasi masyarakat terkait 

program tersebut? 

6 Dukungan dan Kebutuhan 

Masyarakat 

Bagaimana respons masyarakat terhadap pelaksanaan 

pembangunan jalan dan sumur bor? 



 
 

 

 

No Indikator Penelitian Pertanyaan Wawancara 

7 Kapasitas Organisasi 

Pelaksana 

Menurut BPD, apakah pemerintah desa memiliki kesiapan 

dalam melaksanakan program tersebut? 

8 Kapasitas Organisasi 

Pelaksana 

Apakah pembagian tugas pelaksana pembangunan sudah 

jelas? 

9 Kapasitas Organisasi 

Pelaksana 

Apakah penggunaan anggaran pembangunan sudah sesuai 

dengan perencanaan? 

10 Komitmen Aktor 

Pelaksana 

Bagaimana penilaian BPD terhadap komitmen pemerintah 

desa dan TPK dalam melaksanakan pembangunan? 

11 Komitmen Aktor 

Pelaksana 

Apakah pelaksana program bekerja sesuai tugas dan tanggung 

jawabnya? 

12 Komitmen Aktor 

Pelaksana 

Apakah ada kendala yang terlihat dalam pelaksanaan 

pembangunan? 

13 Proses Pelaksanaan, 

Pengawasan, dan Umpan 

Balik 

Bagaimana bentuk pengawasan BPD terhadap pembangunan 

jalan lingkungan dan sumur bor? 

14 Proses Pelaksanaan, 

Pengawasan, dan Umpan 

Balik 

Apakah pemerintah desa menyampaikan informasi atau 

laporan kepada BPD? 

15 Proses Pelaksanaan, 

Pengawasan, dan Umpan 

Balik 

Apakah masyarakat diberi ruang untuk memberikan masukan 

atau kritik? 

16 Proses Pelaksanaan, 

Pengawasan, dan Umpan 

Balik 

Apa saran BPD agar pelaksanaan Dana Desa ke depan lebih 

baik? 

 

E. Pedoman Wawancara untuk Kepala Dusun 

No Indikator Penelitian Pertanyaan Wawancara 

1 Kejelasan Program Apakah Bapak/Ibu mengetahui program pembangunan jalan 

lingkungan dan sumur bor di Desa Padang Pelasan? 

2 Kejelasan Program Bagaimana informasi mengenai program tersebut 

disampaikan kepada kepala dusun? 

3 Kejelasan Program Apakah lokasi pembangunan sudah sesuai dengan kebutuhan 

dusun? 

4 Dukungan dan Kebutuhan 

Masyarakat 

Apa kebutuhan utama masyarakat di dusun terkait jalan 

lingkungan dan air bersih? 

5 Dukungan dan Kebutuhan 

Masyarakat 

Apakah masyarakat dusun ikut menyampaikan usulan dalam 

musyawarah desa? 

6 Dukungan dan Kebutuhan 

Masyarakat 

Bagaimana respons warga terhadap program pembangunan 

tersebut? 

7 Kapasitas Organisasi 

Pelaksana 

Apakah pelaksanaan pembangunan di dusun berjalan lancar? 

8 Kapasitas Organisasi 

Pelaksana 

Apakah tenaga kerja, alat, dan bahan pembangunan tersedia 

dengan baik? 

9 Kapasitas Organisasi Apakah ada kendala teknis dalam pelaksanaan pembangunan 



 
 

 

 

No Indikator Penelitian Pertanyaan Wawancara 

Pelaksana di dusun? 

10 Komitmen Aktor 

Pelaksana 

Bagaimana keterlibatan kepala dusun dalam membantu 

pelaksanaan program? 

11 Komitmen Aktor 

Pelaksana 

Apakah pelaksana pembangunan bekerja dengan baik dan 

bertanggung jawab? 

12 Komitmen Aktor 

Pelaksana 

Apakah masyarakat ikut membantu atau mengawasi 

pembangunan? 

13 Proses Pelaksanaan, 

Pengawasan, dan Umpan 

Balik 

Bagaimana proses pelaksanaan pembangunan di wilayah 

dusun? 

14 Proses Pelaksanaan, 

Pengawasan, dan Umpan 

Balik 

Apakah masyarakat mengetahui anggaran dan tujuan 

program? 

15 Proses Pelaksanaan, 

Pengawasan, dan Umpan 

Balik 

Apakah masyarakat pernah menyampaikan keluhan atau 

masukan? 

16 Proses Pelaksanaan, 

Pengawasan, dan Umpan 

Balik 

Apa manfaat yang sudah atau akan dirasakan masyarakat dari 

pembangunan tersebut? 

 

F. Pedoman Wawancara untuk Tokoh Masyarakat dan Masyarakat 

Penerima Manfaat 

No Indikator Penelitian Pertanyaan Wawancara 

1 Kejelasan Program Apakah Bapak/Ibu mengetahui adanya pembangunan jalan 

lingkungan rabat beton dan sumur bor di Desa Padang 

Pelasan? 

2 Kejelasan Program Dari mana Bapak/Ibu mengetahui informasi tentang program 

tersebut? 

3 Kejelasan Program Menurut Bapak/Ibu, apakah tujuan program tersebut sudah 

jelas bagi masyarakat? 

4 Dukungan dan Kebutuhan 

Masyarakat 

Apakah pembangunan jalan lingkungan dan sumur bor 

memang dibutuhkan oleh masyarakat? 

5 Dukungan dan Kebutuhan 

Masyarakat 

Sebelum program ini, apa kendala yang dirasakan masyarakat 

terkait jalan lingkungan atau air bersih? 

6 Dukungan dan Kebutuhan 

Masyarakat 

Apakah Bapak/Ibu pernah ikut dalam musyawarah desa atau 

menyampaikan usulan terkait program ini? 

7 Dukungan dan Kebutuhan 

Masyarakat 

Bagaimana tanggapan masyarakat terhadap pembangunan 

tersebut? 

8 Kapasitas Organisasi 

Pelaksana 

Menurut Bapak/Ibu, apakah pemerintah desa mampu 

melaksanakan pembangunan tersebut dengan baik? 

9 Kapasitas Organisasi 

Pelaksana 

Apakah pelaksanaan pembangunan terlihat tertib dan sesuai 

rencana? 

10 Kapasitas Organisasi 

Pelaksana 

Apakah masyarakat mengetahui siapa pelaksana kegiatan 

pembangunan? 



 
 

 

 

No Indikator Penelitian Pertanyaan Wawancara 

11 Komitmen Aktor 

Pelaksana 

Bagaimana penilaian Bapak/Ibu terhadap kesungguhan 

pemerintah desa dalam melaksanakan program? 

12 Komitmen Aktor 

Pelaksana 

Apakah pelaksana pembangunan terbuka terhadap pertanyaan 

atau masukan masyarakat? 

13 Komitmen Aktor 

Pelaksana 

Apakah pemerintah desa terlihat bertanggung jawab dalam 

melaksanakan pembangunan? 

14 Proses Pelaksanaan, 

Pengawasan, dan Umpan 

Balik 

Apakah masyarakat diberi informasi mengenai anggaran atau 

proses pembangunan? 

15 Proses Pelaksanaan, 

Pengawasan, dan Umpan 

Balik 

Apakah ada papan informasi kegiatan di lokasi 

pembangunan? 

16 Proses Pelaksanaan, 

Pengawasan, dan Umpan 

Balik 

Apakah masyarakat ikut mengawasi pelaksanaan 

pembangunan? 

17 Proses Pelaksanaan, 

Pengawasan, dan Umpan 

Balik 

Apakah ada keluhan masyarakat selama pembangunan 

berlangsung? 

18 Proses Pelaksanaan, 

Pengawasan, dan Umpan 

Balik 

Setelah pembangunan selesai, apa manfaat yang Bapak/Ibu 

rasakan? 

19 Proses Pelaksanaan, 

Pengawasan, dan Umpan 

Balik 

Apakah pembangunan jalan lingkungan dan sumur bor sudah 

sesuai dengan harapan masyarakat? 

20 Proses Pelaksanaan, 

Pengawasan, dan Umpan 

Balik 

Apa saran Bapak/Ibu untuk pelaksanaan Dana Desa ke depan? 

 

G. Pedoman Observasi Lapangan 

No Aspek yang Diamati Keterangan 

1 Lokasi jalan lingkungan rabat beton Kondisi fisik, panjang, lebar, dan akses 

masyarakat. 

2 Lokasi sumur bor Jumlah titik, lokasi dusun, kondisi fisik, dan 

pemanfaatan warga. 

3 Papan informasi kegiatan Ada atau tidak ada, isi informasi, dan 

keterbacaan. 

4 Kondisi lingkungan sekitar 

pembangunan 

Akses rumah warga, jalan, sumber air, dan 

kondisi permukiman. 

5 Pemanfaatan oleh masyarakat Digunakan atau belum digunakan, pengguna 

utama, dan intensitas pemanfaatan. 

6 Bukti partisipasi masyarakat Gotong royong, pengawasan warga, atau 

kehadiran masyarakat dalam kegiatan. 

7 Kesesuaian dengan informasi 

wawancara 

Kesesuaian kondisi lapangan dengan 

keterangan informan. 



 
 

 

 

H. Pedoman Dokumentasi 

1.  APBDes Tahun 2025. 

2.  RKPDes Tahun 2025. 

3.  Berita acara musyawarah desa. 

4.  Daftar hadir musyawarah desa. 

5.  Dokumen perencanaan kegiatan jalan lingkungan dan sumur bor. 

6.  Rencana anggaran biaya kegiatan. 

7.  Foto kegiatan pembangunan. 

8.  Papan informasi kegiatan. 

9.  Laporan pelaksanaan kegiatan. 

10.  Laporan pertanggungjawaban Dana Desa. 

11.  Profil Desa Padang Pelasan. 

12.  Data penerima manfaat atau lokasi pembangunan. 

13.  Dokumentasi hasil observasi lapangan. 

I. Pertanyaan Penutup untuk Semua Informan 

1.  Menurut Bapak/Ibu, apa faktor utama yang mendukung keberhasilan 

pembangunan jalan lingkungan dan sumur bor? 

2.  Apa kendala utama dalam pelaksanaan pembangunan tersebut? 

3.  Apa saran Bapak/Ibu agar penggunaan Dana Desa di Desa Padang Pelasan 

lebih baik ke depan? 

4.  Apakah ada hal lain yang ingin Bapak/Ibu sampaikan terkait pelaksanaan Dana 

Desa dan pembangunan infrastruktur dasar di desa ini? 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

LAMPIRAN II 

 

SURAT IZIN PENELITIAN 

 

 

 



 
 

 

 

LAMPIRAN III 

 

SURAT BALASAN DARI DESA 

 



 
 

 

 

LAMPIRAN IV 

 

Dokumentasi Penelitian 

  



 
 

 

 

 


